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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Auditing 

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan. Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-

unsur penting yang diuraikan berikut ini: 

1. Suatu proses sistematik. 

Auditing merupakan suatu proses sistematik yaitu berupa suatu rangkaian 

Langkah atau prosedur yang logis, bererangka dan terorganisasi. Auditing 

dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, 

dan bertujuan. 

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. 

Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari 

pernyataan yang dibuat oleh individua tau badan usaha, serta untuk 

mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti 

tersebut. 
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3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. 

Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi 

disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses 

pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang 

dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu 

pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Menetapkan tingkat kesesuaian. 

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil 

pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian 

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian 

antara penyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat 

dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif. 

5. Kriteria yang telah ditetapkan 

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan 

(yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa: 1) peraturan yang 

ditetapkan oleh suatu badan legislatif; 2) anggaran atau ukuran prestasi lain 

yang ditetapkan oleh manajemen; dan 3) prinsip akuntansi berterima umum 

di Indonesia (generally accepted accounting principles). 

6. Penyampaian hasil. 

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi (attestation). 

Penyampaian ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit 

report). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau 
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menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi 

yang dibuat oleh pihak yang diaudit. 

7. Pemakai yang berkepentingan. 

Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit 

adalah para pemakai informasi keuangan seperti: pemegang saham, 

manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan 

kantor pelayanan pajak.3 

B. Desa 

1. Pengertian Desa 

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, 

penjelasan pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori 

Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” 

dan “Volksgemeenschappen” , seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 

Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-

daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap 

sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia 

menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala 

peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak 

asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui 

 
3 Mulyadi, Auditing, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, Maret 2002, Buku 1), hlm. 9-10 
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dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.4 

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum 

terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah. 

kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara 

terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan 

desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek 

pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa 

yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.5 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan :prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan NKRI. Nama Desa atau Desa Adat dapat berbeda 

ditiap wilayah, misalnya GAMPONG di Aceh, NAGARI di Sumatera Barat, 

KAMPUNG di Papua, dan UDIK di Betawi. Desa berkedudukan di wilayah 

Kabupaten/Kota, terdiri dari: Desa dan Desa Adat. Penataan dilakukan 

berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan Pemerintahan Desa, meliputi : 

 
4 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan 

Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, ( Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah, 2015), hlm. 9 

5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk 

Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta, 2017), hlm. 1 
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Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan status, dan 

Penetapan suatu Desa. 

2. Dasar Peraturan Desa 

a. UU Pasa 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

b. PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan UU pasal 6 tahun 2014 tentang Desa, terdiri 

dari: 

1) PERMENDAGRI 

a) Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan 

di Desa. 

b) Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 

c) Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

d) Permendagri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan 

Desa. 

2) PERMENDES 

a) Permendes No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal 

Berskala Desa. 

b) Permendes No. 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa. 

c) Permendes No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. 

d) Permendes No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes 
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3. Pembentukan Desa 

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan: Prakarsa masyarakat di 

Desa, Asal usul, dan adat istiadat, Kondisi sosial budaya masyarakat Desa, 

dan Kemampuan dan potensi Desa. Syarat pembentukan Desa dicantumkan 

di Pasal 8 UU No.6 Tahun2014, 1. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 

(lima) tahun, 2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah, 3. 

Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat, 4. 

Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang 

mendukung, dan sebagainya. Pengaturan desa diperlukan untuk memperkuat 

posisi Desa dalam kerangka NKRI serta memperjelas tugas, peran dan fungsi 

Desa, khususnya dalam : mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, 

dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. 

4. Pengaturan tentang Desa 

Pengaturan tentang Desa diperlukan antara lain untuk: 1) 

Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa; 2) Melestarikan 

dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 3) Mendorong 

prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa; 4) Meningkatkan 

pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa; 5) Memajukan perekonomian 

masyarakat Desa; dan 6) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek 

pembangunan. 
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Asas Pengaturan Desa ada 13 poin, yaitu: 

a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul 

b. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama 

dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan 

unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa 

c. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan 

pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. 

d. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai 

yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan 

sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

e. Kegotongroyongan, kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun 

Desa. 

f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari 

satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa. 

g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu 

sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan 

persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. 
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i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan 

masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. 

j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. 

k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran. 

l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Desa. 

m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, 

terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan 

melaksanakan program pembangunan Desa.6 

C. Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal adalah sebuah bentuk usaha yang 

dipraktikan oleh perusahaan atau lembaga seperti tatanan organisasi, cara dan 

ukuran kegiatan agar tujuan yang dibuat akan tercapai. Sistem pengendalian 

internal ini diukur dengan cakupan akuntansi agar terjaga secara aman dan 

akurat. SPIP Adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

 
6 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk 

Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta, 2017), hlm. 3-9 
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kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatanterhadap peraturan per undang-undangan. 

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah memberi keyakinan 

yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian 

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, memberi peringatan dini 

dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Kementerian dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. Unsur-unsur dalam Sistem 

Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP )dalam pelaksanaannya menyatu dan 

menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah khususnya 

Kementerian yang tercermin dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.7 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem 

Pengedalian Internal Pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP menyebutkan bahwa 

suatu sistem pengendalian adalah bersifat integral dan dilaksanakan secara 

berkesinambungan oleh seluruh bagian yang terlibat dan yakin bahwa tujuan 

organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang 

relevan dan andal, pengamanan asset Negara serta taat pada peraturan 

perundang-undangan. Laporan keuangan tentang Dana desa juga tidak lepas dari 

adanya sistem pengendalian internal. Pemerintah desa dapat mengerahkan 

semua kemampuannya untuk mengefektifkan pengendalian internal sehingga 

 
7 Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Perumahan, Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, (Bandung, 2016, Modul 16), hlm. 16-17 
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pada akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan 

transparan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada publik. Sistem 

pengendalian internal dapat menyebabkan  penyusunan anggaran dana desa 

untuk tahun berikutnya juga akan lebih terarah. 

Tercapainya tujuan organisasi merupakan bentuk sistem pengendalian 

internal yang efektif dan efesien yang dapat menyediakan pemberitahuan yang 

tepat sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat. 

Mengatur sumberdaya yang ada sehingga dapat bermanfaat secara maksimal 

merupakan fungsi dari sistem pengendalian internal. Terhindarnya 

penyimpangan tahapan kegiatan sehingga laporan keuangan dan fungsi sistem 

informasi akuntansi yang dihasilkan oleh organisasi dapat dipercaya dan sesuai 

dengan hukum dan  peraturan yang berlaku merupakan tujuan penerapan sistem 

ini.8 

Sistem pengendalian internal pemerintah mulai berjalan seiring dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana terdapat 5 (lima) 

unsur dalam SPIP yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian. 

Unsur lingkungan pengendalian sebagai fundamen SPIP karena 

unsur ini merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, 

sumber daya manusia, dan metode kerja yang membentuk suasana/gaya (sets 

 
8  Evan Yudianto dan Ekasari Sugiarti, Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi 

Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei pada  Desa -Desa di 
Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan 
Rengasdengklok Kabupaten Karawang), (Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Padjajaran 

2017), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 

https://dosenakuntansi.com/fungsi-sistem-informasi-akuntansi
https://dosenakuntansi.com/fungsi-sistem-informasi-akuntansi
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the tone) organisasi. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan 

pengendalian sebagaimana dimaksud diciptakan oleh pimpinan instansi 

pemerintah melalui: 

1) Penegakan integritas dan nilai etika. 

2) Komitmen terhadap kompetensi. 

3) Kepemimpinan yang kondusif. 

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.  

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

b. Penilaian Risiko 

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. 

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi 

Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada 

tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara 

efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, 

baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang 

telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan 

manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk 
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memperkecil risiko. Penilaian risiko dimaksud terdiri dari (Pasal 13 ayat 2 PP 

Nomor 60 Tahun 2008): Identifikasi risiko dan Analisis risiko 

Penilaian risiko tersebut dilakukan terhadap tujuan-tujuan yang 

ditetapkan pada instansi pemerintah hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan 

dengan proses pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah. 

c. Kegiatan Pengendalian 

Unsur sistem pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan 

pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur 

yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi 

Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses 

penilaian risiko. Daftar uji berikut ini dimaksudkan untuk menilai tercapai 

tidaknya suatu lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif 

dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dan manajemen 

yang sehat.  Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi 

Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi  Pemerintah 

lain. Penerapan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki 

karakteristik sebagai berikut (Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008): 

1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi 

Pemerintah; 

2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; 

3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus 

Instansi Pemerintah; 

4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; 
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5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan 

secara tertulis; dan 

6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa 

kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 

d. Komunikasi dan Informasi 

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi  dan 

komunikasi. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang 

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi 

tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi 

Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya 

dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang 

bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab 

operasional. 

Komunikasi dan informasi wajib diselenggarakan dengan efektif dan 

untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan instansi 

pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan 

sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui 

sistem informasi secara terus menerus (Pasal 42 PP Nomor 60 tahun 2008). 

e. Pemantauan 

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau 

terakhir. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui 

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi 
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hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan 

melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, 

dan tindakan lain yang  terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah 

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas 

Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan 

daftar uji  pengendalian intern. 

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus 

segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian 

rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan. Pemantauan 

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak 

lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya (Pasal 43 PP Nomor 60 

Tahun 2008). 

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Desa 

dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. 

a. Tahap Persiapan 

1) Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP 

Dalam penyelenggaraan SPIP, setiap Kepala Desa perlu 

membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas tersebut 

bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan 

penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman 
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dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, 

satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, 

berkoordinasi dengan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. 

2) Pemahaman/Knowing 

Pemahaman/knowing adalah tahap untuk membangun kesadaran 

(awareness) dan persamaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar 

setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP. 

Materi yang perlu dipahami dalam tahap ini meliputi: 

a) Pentingnya SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan 

perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan; 

b) Perkembangan sistem pengendalian intern di Indonesia sampai saat ini; 

c) Pengertian SPIP; 

d) Uraian unsur dan subunsur SPIP; 

e) Penjelasan perbedaan antara Waskat dengan SPIP ditinjau dari faktor 

definisi, sifat, kerangka pikir (framework), tanggung jawab, 

keberadaan, dan penekanan; 

f) Penjelasan peranan BPKP dalam SPIP menurut pasal 49 ayat 2; pasal 

54 ayat 2 dan 3; pasal 57 ayat 4; pasal 59 ayat 1 dan 2. 

Pemahaman/knowing dapat dilakukan melalui: 

a) Sosialisasi 

Sosialisasi diberikan oleh Satgas Penyelenggaraan SPIP di 

Pemerintah Desa yang bersangkutan atau Satgas Pembinaan 
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Penyelenggaraan SPIP. Metode yang digunakan bergantung pada 

kebutuhan unit tersebut, antara lain: 

i.Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan tanya jawab 

Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan 

apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah; 

ii.Diskusi panel atau seminar 

Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi 

karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi 

b) Diklat SPIP 

Unit kerja dapat mengikutkan peserta ke dalam diklat yang 

diadakan oleh Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP atau 

menyelenggarakan diklat tersendiri. Dalam hal penyelenggaraan diklat 

tersendiri, unit kerja harus bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP 

dan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. 

c) Focus group discussion (FGD) 

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun persamaan persepsi 

diantara seluruh aparatur desa setelah mendapat sosialisasi SPIP. FGD 

dipandu oleh Satgas Penyelenggaraan yang bertindak sebagai 

fasilitator. Fasilitator FGD bertugas untuk: 

i. Memandu diskusi; 

ii. Menyiapkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman 

berbagai unsur SPIP, termasuk subunsur, butir-butir, dan hal- hal 

yang tercantum dalam daftar uji; serta 
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iii. Memberi contoh penyelenggaraan masing-masing unsur. 

d) Diseminasi 

Diseminasi berbagai informasi yang terkait dengan SPIP 

dilakukan dengan menggunakan media internet dan multimedia. 

e) Pemetaan 

Pemetaan adalah tahap diagnosis awal yang dilakukan 

sebelum penyelenggaraan SPIP. Pemetaan dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi pengendalian intern pada pemerintah desa, yang 

mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi dari 

kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan subunsur 

SPIP. Data untuk pemetaan dapat diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner atau melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion 

(FGD). Data tersebut perlu diuji validitasnya melalui uji silang dengan 

melakukan wawancara, reviu dokumen secara sepintas (walkthrough 

test), dan observasi.Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap: 

i. Subunsur SPIP yang telah diterapkan; 

ii. Subunsur SPIP yang penerapannya belum memadai; 

iii. Subunsur SPIP yang belum diterapkan. 

Hasil pemetaan dituangkan dalam peta sistem pengendalian 

intern, yang memuat hal-hal yang perlu diperbaiki (areas of 

improvement/AOI). Pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam 

kegiatan pemetaan adalah pedoman pemetaan yang dikeluarkan oleh 

Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. 
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f) Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP 

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, perlu disusun rencana 

kerja penyelenggaraan/ pengembangan SPIP dengan memerhatikan 

karakteristik organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi, SDM, 

dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun rencana 

kerja SPIP tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan tujuan 

organisasi. Selanjutnya, unit kerja perlu mendefinisikan atau 

operasionalisasi SPIP sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. 

Berdasarkan operasionalisasi SPIP tersebut ditetapkan tujuan, lingkup 

kerja, prioritas, dan strategi pengembangan SPIP. 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit 

kerja dengan mempertimbangkan areas of improvement (AOI) yang 

dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan, 

yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming) dan 

pengembangan berkelanjutan (performing). 

1) Pembangunan Infrastruktur (norming) 

Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh 

organisasi untuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar, 

pedoman, yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan. Pembangunan 

infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur maupun 

memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai dengan permasalahan-

permasalahan yang diungkap dalam AOI. Untuk mendapatkan skala 
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prioritas penanganan, tim penyelenggara dapat melakukan penilaian risiko 

terhadap AOI. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan 

dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan aktivitas utama 

organisasi, yang selanjutnya dinilai risikonya, dan ditetapkan skala 

prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja 

dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP, dilengkapi 

dengan pedoman penyelengga-raan sub-subunsur SPIP. Selanjutnya, unit 

kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangun/diperbaiki 

membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan 

SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada 

seluruh pegawai dan diadministrasikan/didokumentasikan. 

2) Internalisasi (forming) 

Internalisasi adalah proses yang dilakukan unit kerja untuk 

membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari 

yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Untuk memastikan 

implementasi kebijakan, prosedur dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai 

dengan yang diinginkan, unit kerja dapat membuat pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam 

melaksanakan kebijakan, prosedur dan pedoman tersebut. Pelaksanaan 

kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh 

pejabat unit kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/pegawai 

tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan. 
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3) Pengembangan Berkelanjutan (performing) 

Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan 

dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang 

optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini memanfaatkan 

hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemantauan 

dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja agar setiap 

penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan 

tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan 

berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ini 

menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga 

dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian 

sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai 

secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas sistem 

pengendalian intern. Saran yang dihasilkan saat pemantauan dapat berupa: 

a) Perlunya penyempurnaan sistem, pejabat terkait harus 

menyempurnakan dan menyosialisasikan penyempurnaan sistem 

kepada seluruh pegawai untuk memperlancar tahapan internalisasi; 

b) Terkait dengan implementasi infrastruktur yang tidak memadai akibat 

rendahnya kompetensi, pejabat terkait harus segera melakukan tindakan 

peningkatan kompetensi pegawai. 

c. Pelaporan 

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun 

laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan 
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penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, 

yang antara lain memuat: 

1) Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan 

serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan; 

2) Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang 

berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut; 

3) Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar 

permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan 

pencapaian tujuan; 

4) Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.9 

Pokok – pokok kebijakannya: 

a. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang 

dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. 

b. Inspektorat melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka 

percepatan menuju good governance, clean govemance dan pelayanan publik 

meliputi: a) mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan: 1) penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) evaluasi periodik 

pelaksanaan reformasi birokrasi; 3) pembangunan zona integritas; 4) 

 
9 https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19 diakses pada 23 Oktober 2021 pukul 

03.44 

https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19


35 
 

 
 

penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). b) penguatan Sistem 

Pengendalian Internal; c) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. 

c. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: a) mengedepankan komunikasi yang intensif dalam 

pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

dan Obyek Pemeriksaan; b) pengawasan terhadap sistem pengendalian 

internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap 

efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ; c) mewujudkan 

integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus-

menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan 

dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi 

korupsi; d) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih maka 

pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan 

antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun 

anggaran; e) Inspektur dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati dalam 

melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat Perangkat Daerah 

dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi 

terjadinya penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

d. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap: a) pelaksanaan pembinaan 

urusan pemerintahan di daerah; b) pelaksanaan urusan pemerintahan di 

daerah. 
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e. Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan 

kewenangannya melalui: a) pemeriksaan regular atau insidental sesuai 

kebutuhan; b) pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu 

dari unit/satuan kerja; c) pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya 

indikasi terjadinya penyimpangan dan korupsi; d) pemeriksaan khusus terkait 

dengan adanya pengaduan; e) penilaian atas manfaat dan keberhasilan 

kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; f) monitoring/pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan  

f. Inspektorat melakukan review atas Laporan Keuangan dalam rangka 

menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh 

Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Inspektorat melakukan evaluasi LKjIP Perangkat Daerah Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 

h. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat melakukan 

pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk 

monitoring/evaluasi / pemeriksaan. 

i. Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektur dengan didasarkan atas 

prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan 

pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas 

dalam penggunaan sumberdaya pengawasan. 
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j. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan: a) penyusunan petunjuk 

teknis di bidang pengawasan meliputi; b) koordinasi pembinaan dan 

pengawasan; c) tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-

hal yang dianggap strategis di daerah. 

k. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan: memperhatikan masih terdapatnya temuan 

hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tidak dapat 

ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah : a) pimpinan 

perangkat daerah/entitas bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut 

hasil pengawasan; b) pimpinan perangkat daerah/entitas wajib melaksanakan 

tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari 

kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan LHP 

APIP selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterimanya LHP APIP ; c) 

pimpinan perangkat daerah/entitas yang tidak dapat menyelesaikan tindak 

lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat 

dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.10 

D. Alokasi Dana Desa 

1. Pengertian Alokasi dana Desa 

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk 

membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan 

pembangunan di desa. Program Alokasi Dana Desa ini bukan hanya yang 

 
10 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan 

Pemerintah Daerah, Lampiran, hlm. 3-5. 
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pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh 

dunia.11 Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan 

adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. 

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan 

keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu 

upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah 

yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun  oleh 

pemerintah kabupaten.  Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui 

dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, 

provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 

10% untuk Alokasi Dana Desa. Dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa 

sebasar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di 

Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya  pemerataan Pembangunan 

khusunya di pedesaan .  

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam 

rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, 

efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menyusun 

 
11 Ibid, hlm. 2 
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Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di 

Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati: 

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);  

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094); 
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5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

8) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata 

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

9) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 

Seri D); 

10) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E); 

11) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15 Seri E); 
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12) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 

5 Seri A); 

13) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah 

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung 

(Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 7); 

14) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 

Nomor 35); 

15) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 38); 

16) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2019 Nomor 19); 
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17) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 10); 

18) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019 tentang Cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2019 Nomor 91); 

19) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80); 

20) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 

Nomor 88); 

Dari beberapa peraturan diatas maka diputuskan dan ditetapkan 

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman 

umum dan rincian alokasi dana desa pada setiap desa di kabupaten 

tulungagung tahun anggaran 2021.12 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan penganggaran dana dari 

keuangan pemerintah pusat yang diberikan pemerintah kabupaten/kota 

kepada pemerintah desa dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Karena 

adanya otonomi kepada desa maka, diberikan pula anggaran untuk mengelola 

 
12 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman umum dan rincian 

alokasi dana desa pada setiap desa di kabupaten tulungagung tahun anggaran 2021 
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daerahnya sendiri. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah 

untuk meningkatkan pelaksanaan dan kemampuan pemerintah desa dalam 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa serta meratakan 

pendapatan masyarakat desa. Konsep Tentang Dana perimbangan Desa 

sendiri bukan merupakan suatu gagagsan ekonomi (semata), melainkan suatu 

gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan 

proses reformasi di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan 

suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras 

keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula 

segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. 

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan bisa menunjang 

terlaksananya pembangunan partisipatif dengan upaya pemberdayaan 

masyarakat dan menjaga kelanjutan pembangunan di tingkat desa.  Adanya 

Alokasi Dana Desa (ADD), Desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam 

pendanaan sehingga pembangunan bisa terus terlaksana tanpa menunggu 

bantuan dari pemerintah pusat. 

Pemenuhan sarana dan prasarana desa oleh pemerintahan desa 

membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah desa setiap 

tahun harus membuat suatu anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat 

mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan desa. Anggaran 

yang diajukan oleh pemerintah desa tersebut diatur dalam PP (Peraturan 

Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam PP tersebut 

disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN. 
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Anggaran merupakan rencana kerja yang berjangka waktu, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Rencana kerja tersebut dituangkan dalam 

bentuk angka satuan moneter. Begitu pula untuk penyusunan anggaran Dana 

Desa, maka pemerintah desa akan melihat apa yang akan menjadi target 

pembangunan desa dan kemudian akan dituangkan dalam anggaran Dana 

Desa yang akan diajukan ke pemerintah yang lebih tinggi. Penyusunan 

APBDes harus memenuhi berbagai prinsip antara lain tertib penyelenggaraan 

pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas akuntabilitas dan efektifitas. 

Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan 

penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah 

disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar 

sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan.  Sesuai Peraturan 

Menteri Desa 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu 

untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, 

dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, 

diantaranya Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). 

Pemenuhan hak Desa untuk melaksanakan otonominya agar desa 

bisa tumbuh dan berkembang terwujud dari pemberian Alokasi Dana Desa. 

Sesuai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah salah satu pendapatan Desa dari anggaran keuangan 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah 

dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah 

Desa dalam menjalakan otonominya.13 

2. Penyaluran Dana Desa 

a. Mekanisme Penyaluran 

Penyaluran dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat 

(APBN) ke Kabupaten/ Kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBDes). 

Ada 2 tahap penyaluran APBN ke APBD yaitu sebagai berikut: 1) Tahap 

I sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat Maret dan paling lambat 

Juli; 2) Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat Agustus. 

Penyaluran APBD ke APBDes paling lambat 7 hari kerja setelah Dana 

Desa diterima Di APBD Kabupaten/ Kota setiap tahap. Dana tersebut 

harus disalurkan ke Desa. 

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. 

Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh 

Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. 

b. Persyaratan Penyaluran 

Mekanisme penyaluran Kegiatan Alokasi Dana Desa 

pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan 

secara tribulan : 1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 

 
13 Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)   Di Desa Abbatireng 

Kecamatan Gilireng,  Kabupaten Wajo, (Artikel Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017), 

diakses pada tanggal 23 Maret 2020 
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25% (dua puluh lima perseratus); 2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni 

sebesar 30% (tiga puluh perseratus); 3. Tribulan III pada bulan Juli, 

Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan 4. 

Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% 

(sepuluh perseratus). 

1) Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan : 1. APBDes Tahun berjalan; dan 2. Laporan Realisasi 

Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya.  

2) Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan I; 2. Realisasi 

penyerapan tribulan I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); 

dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus). 

3) Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan 

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan II; 2. komulatif tribulan 

I dan II realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima 

perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh 

perseratus). 

4) Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan 

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan III; 2. komulatif 

tribulan I, II dan III realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh 

puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima 

puluh perseratus). 
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5) Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari 

tahun berikutnya. 

6) Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan 

dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa 

persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD dan Iuran 

BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan JKK serta JKM. 

7) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening 

Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan 

kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan 

diverifikasi oleh Kecamatan untuk disampaikan ke Bupati melalui 

DPMD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada 

Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk. 

8) Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara desa dan 

Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat 

pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan penyaluran 

setiap bulan tanpa mengunakan surat pemberitahuan pencairan dari 

Camat. 

9) Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran pajak dari dana 

ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka rekening di bank yang 

telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
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c. Pelaporan 

Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui 

Camat, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD. 

Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD dilakukan setiap tribulan secara 

komulatif, dengan ketentuan: 1) Tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan 

April; 2) Tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli; 3) Tribulan III 

paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; 4) Tribulan IV paling lambat 

tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. 

Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan 

kepada Kepala Desa, diantaranya: 1) laporan pelaksanaan Pelaksana 

kegiatan Anggaran yang berupa Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

2) laporan Pertanggungjawaban (SPJ). Jenis laporan dalam kegiatan 

Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan 

Anggaran, diantaranya: 1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan; 2) 

Laporan Hasil Pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah 

Terima (BAST). 14 

3. Penggunaan Alokasi Dana Desa 

a. Prinsip Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah : 

1) Efisien, menggunakan dana seminimal mungkin untuk mencapai 

kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan 

 
14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman umum dan rincian 

alokasi dana desa pada setiap desa di kabupaten tulungagung tahun anggaran 2021, lampiran I, 

hlm. 4-5 
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dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan 

kualitas yang maksimum. 

2) Efektif, menyesuaikan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan 

serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

3) Transparan, penggunaannya dibahas dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa, dan direncanakan sesuai tahapan-tahapan 

penyusunan perencanaan dari Desa, RKP Desa, dan APBDesa. 

4) Pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan. 

5) Gotong-royong, menciptakan swadaya masyarakat atau mendorong 

dalam partisipasi masyarakat untuk mendukung program kegiatan. 

6) Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan.15 

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Pengunaan Alokasi Dana Desa diarahkan pada peningkatan 

kinerja Pemerintah Desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk 

kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang 

berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan 

 
15 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman umum dan rincian 

alokasi dana desa pada setiap desa di kabupaten tulungagung tahun anggaran 2021, Pasal 2. 



50 
 

 
 

kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa atau 

penjabaran dalam APBDesa, yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP 

Desa. 

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

i) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa. 

ii) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa. 

iii) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 

Statistik dan Kearsipan. 

iv) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 

Pelaporan. 

v) Sub Bidang Pertanahan.  

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

i) Sub Bidang Pendidikan. 

ii) Sub Bidang Kesehatan. 

iii) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

iv) Sub Bidang Kawasan Permukiman. 

v) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 

vi) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. 

vii) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 

viii) Sub Bidang Pariwisata.  

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
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i) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 

Masyarakat. 

ii) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan. 

iii) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. 

iv) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.  

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

i) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan. 

ii) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan. 

iii) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. 

iv) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Desa. 

v) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). 

vi) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal. 

vii) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.  

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 

ii) Sub Bidang Penanggulangan Bencana. 

iii) Sub Bidang Keadaan Darurat. 

iv) Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD 

adalah : 
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a) Belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD besaran 

dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa. 

b) Alokasi besaran dana Iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. 

c) Tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW, besaran dan alokasinya 

setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti 

dengan Keputusan Kepala Desa. 

d) Sumber dana ADD dalam APBDesa dijabarkan tersendiri dalam 

keputusan kepala Desa. 

e) Kegiatan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur dilaksanakan oleh 

TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

f) Sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan dimasukkan dalam APBDesa tahun yang 

akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran). 

g) Jenis kegiatan sama yang berlokasi di beberapa titik harus dijadikan 

dalam satu kegiatan atau satu kode rekening. 

h) Kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap yang dilaksanakan 

secara multi years agar dialokasikan dari salah satu sumber dana 

yang sama dalam setiap tahunnya. 

i) Penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagi 

masyarakat miskin. 
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j) ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan 

yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber 

anggaran yang lain. 

k) Penggunaan ADD tidak boleh digunakan untuk membangun tempat 

ibadah di luar lingkungan kantor Desa; 1. Penggunaan Alokasi Dana 

Desa dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di lokasi tanah 

kas Desa dan kewenangan Desa, untuk aset tercatat dalam 

pemerintahan Desa. 

l) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang berlokasi, diarea wilayah 

perhutani sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang 

APBDesa, harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

m) Pembangunan yang lokasinya bukan kewenangan Pemeritah Desa, 

sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa harus 

didukung dengan surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat 

Daerah yang membidangi, untuk aset tetap tercatat dalam 

Pemerintahan Desa. 

n) Pembangunan yang lokasinya tanah masyarakat sebelum ditetapkan 

dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, tanah harus diserahkan ke 

Pemerintah Desa dengan bentuk hibah atau sebutan lain yang 

selanjutnya ditindaklanjuti atau diproses dengan sertifikasi milik 

Pemerintah Desa. 
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o) Pengunaan Alokasi Dana Desa boleh kerjasama dengan program lain 

atau pihak ketiga dalam bentuk kegiatan, tidak boleh dalam bentuk 

dana.16 

ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh 

kab./kota besarnya minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain 

menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa  (PTPKD), menetapkan petugas yang 

memungut penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan 

dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban APBDesa. Perbedaan Dana Desa Dengan alokasi 

Dana Desa Terletak Pada Sumber Dananya, Dana Desa Bersumber Dari 

APBN Sedangkan Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD. 

PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa,  

PTPKD merupakan unsur perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa 

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Unsur PTPKD terdiri 

dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.PTPKD ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa. Peran Sekretaris Desa bertindak selaku 

koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.17 

 
16 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman umum dan rincian 

alokasi dana desa pada setiap desa di kabupaten tulungagung tahun anggaran 2021, Lampiran I, 
hlm. 1-3. 

17 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk 

Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta, 2017), hlm. 37-48 
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E. Penelitian Terdahulu 

Hutami18, bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng. Metode 

yang digunakan yaitu Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan 

menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng 

Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Hasil penelitian  memberitahukan bahwa 

aspek yang mempengaruhi adalah aspek penunjang dan penghambat. Aspek 

penunjang yakni adanya keikutsertaan masyarakat dalam hal menghibahkan 

tanahnya kepada Pemerintah Desa,  sarana dan prasarana yang memadai. 

Sedangkan aspek penghambat yaitu kekurangannya kualitas  sumberdaya 

manusia perangkat pemerintah Desa di Desa Abbatireng yang  rata-rata memiliki 

pendidikan SMA/SMK. Ini membuat kurangnya pengetahuan tentang 

pengelolaan ADD dan arahan teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun 

berubah. Kejadian ini membuat tim pelaksana kegiatan ADD kesulitan dalam 

pelaksanaan tugas dan hubungan masyarakat yang kurang mampu  menyatakan 

pendapat dimuka umum. Perbedaannya dari variabel yang digunakan, di 

penelitian ini hanya penerapan ADD pada Desa dan tujuannya, dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktornya saja. 

 
18 Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)   Di Desa Abbatireng 

Kecamatan Gilireng,  Kabupaten Wajo, (Artikel Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017), 

diakses pada tanggal 23 Maret 2020 
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Saputra19, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat 

efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 2009-2014, 

(2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa 

Lembean, (3) cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana 

desa pada Desa Lembean. Jenis penelitian ini campuran yaitu kualitatif dan 

kuantitatif dengan penjabaran adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan 

metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik 

efektivitas dan rasio kreteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) 

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada 

dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada 

Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 

(98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam 

merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman 

masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa 

yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana 

desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkaatkan koordinasi unit kerja, 

dan anggaran dana cadangan. Perbedaannya terletak pada metode yang 

digunakan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

Putra dkk.20, Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan 

pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor 

 
19 I Wayan Saputra, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean 

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, (Jurnal Jurusan Pendidikan ekonomi, 

Vol.6, No. 1, 2016), diakses pada tanggal 28 Maret 2020 
20 Chandra Kusuma Putra,dkk., Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), (Jurnal 

Administrasi Publik, Vol.1, No.6, 2017), diakses pada tanggal 28 Maret 2020 
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pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode 

analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya 

operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai 

dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah 

partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan 

kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. Perbedaannya terletak pada 

variabel, dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel penerapan ADD 

saja. 

Widyatama dkk.21, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Sejauh 

mana Penerapan Faktor Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal dengan 

menggunakan Accountability Framework dan untuk mengetahui kendala  – 

kendala yang dihadapi aparatur pemerintah dalam meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).Penelitian ini menggunakan explanatory 

research, tempat penelitian di Kabupaten Sigi dengan jumlah sampel sebanyak 

61 sampel dengan menggunakan random sampling. Teknik analisis yang 

digunakan Regresi Linear Berganda, uji hipotesis menggunakan taraf 

signifikansi α = 0,05 dengan bantuan program SPSS versi 16,00. Uji validitas 

 
21 Arif Widyatama, dkk., Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap 

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), (Jurnal Berkala 

Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.2, No.2, 2017), diakses pada tanggal 28 Maret 2020 
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dengan teknik corrected item- total correlation dengan syarat minimum r = 0,3. 

Uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas 

koefisien α > 0,6. Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel 

Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal 

memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. 

Perbedaannya terdapat pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. 

Kehik dan Mael22, Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan 

gambaran pengelolaan ADD dalam peningkatan perekonomian masyarakat 

petani di desa Usapinonot. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Sampel diambil menggunakan metode purposive, berjumlah 

9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 1) pengamatan (observation); 

2) wawancara (interview); dan 3) studi pustaka (dokumentation study). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah 

dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan 

masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat 

dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan 

tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi 

urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran 

 
22 Bernardus Seran Kehik, dan Medan Yonathan Mael, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot, (Jurnal Agribisnis 

Lahan Kering, Vol.2, No.4, 2017), diakses pada tanggal 28 Maret 2020 
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yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa 

kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara 

keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan 

dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak 

mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif 

terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. 

Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan 

program yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau 

transparansi yang bersifat positif. Perbedaannya terdapat pada variabel yang 

digunakan, penelitian ini menggunakan variabel pengelolaan ADD saja.  

Yani23, bertujuan: 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip 

profesionalisme Perangkat Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa di 

Desa Monta Baru Kecamatan. Lambu Kabupaten Bima. Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima, 2) Untuk mengetahui  penerapan alokasi dana desa (ADD) 

Desa Monta baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,  Metode Penelitian 

menggunakan deskriptif kuantitatif, dengan tehnik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu angket (questioner). Penentuan sampel menggunakan tehnik 

random sampling dengan jumlah responden sebanyak 64 orang dari populasi 

sebanyak 645 orang. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik 

deskriptif kuantitatif yang didahului dengan penyajian tabel frekuensi. 

 
23 Ahmad Yani, dkk., Profesionalisme Perangkat Desa dalam Penerapan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, (Jurnal Administrasi Negara, Vol. 

15, No. 2, 2018) diakses pada tanggal 03 Oktober 2020 
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Pembahasan, profesionalisme kerja perangkat Desa Monta Baru dalam 

meningkatkan akses pelayanan publik dinilai baik. Pengelolaan alokasi dana 

desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Monta Baru Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima secara normatif dan admistratif sudah baik. Namun, secara 

substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat 

pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi 

yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya 

kegiatan tersebut. Perbedaannya pada metode yang digunakan, pada penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

Rahimah, dkk.24, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan 

moralitas individu atas pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan  Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa 

Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 

dengan jumlah 55 orang. Datanya adalah dikumpulkan melalui kuesioner dengan 

Skala Likert. Penelitian ini tergolong deskriptif penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah berganda. Analisis 

regresi linier dengan menggunakan program SPSS 23.0 for Windows. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian variabel keuangan desa pernyataan 

 
24 Laila Nur Rahimah, dkk., Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan 

Pengendalian dan Moralitas Individu terhadapa Pencegahan Fraud yang terjadi dalam 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa 
Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi), (Universitas Pancasila, 

Vol. 6, Edisi 12, 2018) diakses pada tanggal 5 oktober 2020 
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tidak berpengaruh pada pencegahan penipuan, variabel lingkungan pengendalian 

memiliki dampak pada pencegahan penipuan dan variabel moralitas individu 

berdampak pada penipuan pencegahan. Perbedaannya pada metode yang 

digunakan, pada peneliian ini menggunakan metode kuantitatif. 
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F. Kerangka Konseptual 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal 

kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam 

pengelolaan keuangan Desa. Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan 

Alokasi Dana Desa yang baik akan mewujudkan desa yang mandiri. Dengan 

Sistem Pengendalian Internal pada penerapan Alokasi Dana Desa dini, 

diharapkan semua perangkat desa dan masyarakat desa bekerjasama untuk 

pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang. Apalagi saat Pandemic 

Covid-19 ini maka Sistem Pengendalian Internal sangat berperan penting pada 

penerapan Alokasi Dana Desa agar lebih terorganisir. Untuk memperjelas 

kerangka konseptual penelitian, akan disajikan dalam bentuk gambar, seperti di 

bawah ini:  
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